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INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KEUANGAN

AGENDA

Peran Penting SPIP dalam Mewujudkan APBN
untuk Pemulihan Ekonomi

a Implementasi SPIP Terintegrasi di Lingkungan
Kementerian Keuangan

Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian
Keuangan Tahun 2021
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1. Peran Penting SPIP dalam Mewujudkan
APBN untuk Pemulihan Ekonomi

Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan



POSTUR APBN 2022

Kebijakan APBN tetap fleksibel dalam merespon Ketidakpastian

Iornasi APBN 2022 Target Pembangunan 2022 Postur APBN 2022

Melanjutkan Dukungan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural

R g
n- i Perpajakan
Tingkat Indeks Tingkat RP1.510,07
O APBN bekerja keras dalam Pengangguran () :,fa"‘nzs“’igg““““ Kemiskinan ) e
mengatasi dampak pandemi e 73,41-73,46 85-90 "\ RP335,67
Covid-19 ") Hibah
o . (Y L F ] RpO,sT
O Kesejahteraan masyara.ka.t yang adil O- ;
dan merata menjadi target ‘ Nl ' dl
Gini Rcltlo lai Nilai
pembangunan 2022 Tukar Petani Tukar Nelayan
0376-0378 103-105 104106 7

O APBN 2022 untuk melanjutkan
pemulihan ekonomi dan reformasi
struktural

IF[XN I/I\H_I

Pertumbuhan Ekonomi Tk. Pengangguran

Of 0,
Harga Minyak 5'5A 6'SA Indeks Pembangunan

Manusia

US$63/barrel Kemiskinan 73.41— 73,46%
Nilai Tukar Lifting Minyak SS% = % Nilai Tukar Petani
Rp14.350/USS 703 rbph Gini Ratio 103 - 105
Tk. Bunga SUN 10 th A 0,376 —-0.378
6,8% Lifting Gas Nilai Tukar Nelayan
1.036 rbsmph 104 - 106
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SPIP UNTUK MENJAGA INTEGRITAS DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN APBN SPEKTORAT JENDERAL
Diperlukan Pengendalian Intern yang Kuat pada Keseluruhan Siklus Pengelolaan Anggaran di Setiap Tingkatan KEMENTERIAN KEUANGAN

Perumusan

* Monev Trilateral Meeting

c
S
E 'g Kebijakan
D =
< “2 Moni-
g £ toring dan @j‘ Good and Clean Governance
c \ .
St = . Evaluasi « Perencanaan/Penganggaran
§ 2 AKUNTABILITAS berkualitas sesuai kebutuhan
= & KEUANGAN N
25 * Pelaksanaan/realisasi
e = anggaran tepat sasaran, tepat
W oo
E E E PENGELOLAAN _ jumlah, tepat kualitas, tepat
= = E KEUANGAN NEGARA /£ ‘ INTEGRITAS waktu, dan tepat administrasi
Z - -
x g Pelaporan Per;gr::g 1 * Pelaporan dan
= 23 g 1 pertanggungjawaban
2 % I .
- - | : AKUNTABILITAS memadai dan akuntabel
=
g & x : : : : penyimpangan/fraud
c I
s = I I I I
o | = L
S8 I ' ! -
a g i | 1
S o I : : : I Q Assurance
5 3 * Probity Audit, Compliance Audit
b0
c
£

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Optimal QO Consultancy
(Assurance - Consulting & advisory services) * Helpdesk Pengadaan Barang/Jasa

Strategic Partner & Trusted Advisor Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan




L §:4) INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KEUANGAN

2. Implementasi SPIP Terintegrasi di
Lingkungan Kementerian Keuangan
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KERANGKA PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI — PERKA BPKP NO. 5/202
Tanggung jawab Pimpinan Organisasi dalam Penyelenggaraan SPIP menurut PP 60 Tahun 2008

MENYUSUN
PERENCANAAN DAN
MENETAPKAN »
TUJUAN
ORGANISASI

SESUAI VISI MISI

CASCADING SELARAS

ORIENTASI HASIL/
OUTCOME

PROGRAM DAN
KEGIATAN TEPAT
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RISIKO

> «

LINGKUNGAN 2 KEGIATAN
PENGENDALIAN PENGENDALIAN
MEMBANGUN
SISTEM
PENGENDALIAN

¥

INTERN YANG
MEMADAI

INFORMASI

DAN
PEMANTAUAN KOMUNIKASI

Sumber: gambar diolah dari PP 60 Tahun 2008
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MENCAPAI TUJUAN
ORGANISASI
MELALUI 4 TUJUAN
SPIP

EFEKTIVITAS & EFISIENSI

KEANDALAN
PELAPORAN KEUANGAN

PENGAMANAN ASET
NEGARA

KETAATAN TERHADAP
PERATURAN
PERUNDANG UNDANGAN
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PENYELARASAN RENSTRA KEMENKEU DENGAN VISI-MISI PRESIDEN

Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Fiskal sejalan dengan Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
RPJMN 2020-2024 -- Perpres Nomor 18 Tahun 2020

7 AGENDA PEMBANGUNAN

VISI DAN MISI
PRESIDEN

VISI

”Terwujudnya Indonesia Maju yang
Berdaulat, Mandiri dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong

Pembangunan SDM
. Pembangunan Infrastruktur

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2

3. Penyederhanaan Regulasi

4

5

Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

. Penyederhanaan Birokrasi
. Transformasi Ekonomi 1

NooakrwhE

E Royong ” Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publi :
~ : & RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEUANGAN 2 = ™\
E DUKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN DALAM RPJMN E
; Arah Kebijakan, Strategi, Indikator Utama <€ ekl R R
VISI DAN MISI KEMENKEU Q/;“""" TUJUAN KEMENKEU SASARAN STRATEGIS
6
Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk 1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. 5 . L
Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang 2. Penerllmlaan r;)egljarg yang optimal. ral TARGET KINERJA <
Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan e . * STRATEGI
sl e s G e [ easiien gk Wi 4. Pengelolaan perbendaharaa}n, kekayagn_ negara, dan pemplayaan
un ) C . . . yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali.
Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri 5. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

KERANGKA PENDANAAN _GKA REGULASI € KERANGKA KELEMBAGAAN

3= Penyelarasan kerangka kinerja dan 1 Perpu dan 19 Rancangan Undang-Undang ~&"'  Arah Kebijakan Penataan
®=-"4 pendanaan dengan kebijakan yang menjadi bidang tugas Kementerian .J‘_’J Kelembagaan dan Pengelolaan SDM
A redesain sistem penganggaran dan Keuangan diusulkan masuk dalam Prolegnas A Kementerian Keuangan dengan
9 - penyeseuaian dengan kondisi new . Jangka Menengah 2020-2024 * paradigma The New Thinking of
:....P?ITPL....................................;....................................................;...\A.lgr;l(.igg.............................

Strategic Partner & Trusted Advisor Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 8]




KERANGKA TATA KELOLA ORGANISASI KEMENTERIAN KEUANGAN

Kementerian Keuangan berkomitmen menjaga good and clean government secara sistematis dan komprehens

Sumber: Better Practice Guide Tata Kelola Kementerian Keuangan (2020)

Outcome Tata Kelola
Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Strategis Kementerian
Keuangan secara Akuntabel

Proses Tata Kelola
Proses Menginformasikan,
mengarahkan, mengelola, dan
memantau aktivitas Kementerian

Struktur Tata Kelola
Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan

Landasan Tata Kelola
Nilai, Budaya, dan
Kepemimpinan

Asas Umum Penyelenggaraan Negara
Prinsip Tata Kelola Organisasi Sektor Publik

End-State yang diharapkan (Outcome)

Proses Inti

1 1
1 1
1 1
1 - 1
! Kebijakan Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Perbendaharaan, Dukungan !
! Fiskal Penerimaan Negara Belanja Negara Kekayaan Negara, dan Risiko Manajemen !
1 1
1 . 1
! Proses Manajemen dan Pendukung !
1 1
I Perencanaan Penguatan Manajemen Pengendalian Pengelolaan Pengawasan :
" Strategis Integritas Risiko Intern Kinerja Intern I
1 1
! Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan !
: Organisasi SDM Keuangan PEEEIDEEN 1S Aset :

- Unsur Pemimpin: Menteri dan Wakil Menteri
\ - Unsur Pembantu Pemimpin: Sekretaris Jenderal
i - Unsur Pelaksana: Direktur Jenderal & Kepala Badan
' - Unsur Pengawas: Inspektur Jenderal

- Unsur Pendukung: Staf Ahli; Staf

Khusus di bawah Menteri; Special

Khusus; Kepala Pusat dan Unit :
Mission Vehicle i

___________________________________________________

Pondasi Utama Tata Kelola Organisasi

- Budaya Organisasi yang mendorong implementasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan

|
. - Nilai Kemenkeu: Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan
. - Kepemimpinan yang memberi contoh: Tone at the top; walk the talk; know your employee

pere U s EEm |

- Asas Umum Penyelenggaraan Negara > UU No. 28 Tahun 1999
- Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) - UU No. 30 Tahun 2014
- Prinsip Umum Tata Kelola Organisasi yang Baik

Strategic Partner & Trusted Advisor
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MANAJEMEN RISIKO PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA - PMK 222/PMK.01/2 INSPEKTORAT JENDERAL
Untuk menjaga kesinambungan fisckl yang terkendali dalam jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang KEMENTERIAN KEUANGAN

Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara (PMK 222/PMK.01/2021) merupakan perluasan dan penguatan
Kerangka Manajemen Risiko Kementerian Keuangan sebelumnya (KMK 577/PMK.01/2019), dengan tujuan untuk:

» Menjaga Kondisi Proyeksi fiskal, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Aset dan Kewajiban Negara yang
terkendali dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang

» Mengoptimalkan pencapaian Visi, Misi, Sasaran, dan Peningkatan Kinerja

Manajemen Risiko Pengelolaan Internal Kemenkeu Unit Eksternal Kemenkeu

Keuangan Negara diselenggarakan Dilakukan melalui: Diantaranya:
oleh a. Pembentukan Struktur Manajemen a. Kementerian Negara/Lembaga;
» Internal Kementerian Keuangan Risiko b.  Lembaga Non-Struktural;
> Unit Eksternal Kementerian b. Perumusan dan Pelaksanaan Kerangka c. BUMN;
Keuangan yang terkait dengan Kerja Manajemen Risiko d. BLU; dan
Pengelolaan Keuangan Negara c. Pengembangan Budaya Sadar Risiko e. Lembaga Khusus yang didirikan

Dalam rangka pencapaian Sasaran dengan UU
atas penyelenggaraan pemerintahan

Negara di bidang Keuangan Negara Dapat menerapkan manajemen risiko

pengelolaan keuangan Negara dengan
mengacu praktik di Internal Kemenkeu

Harus menyampaikan Laporan Manajemen
Risiko kepada Kementerian Keuangan

Strategic Partner & Trusted Advisor oritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesem



IMPLEMENTASI MODEL TIGA LINI (7HREE LINES MODEL)

Penguatan Peran Pimpinan, Manajemen, dan Unit Audit Intern dalam Implementasi SPIP — KMK 322/2021

Pimpinan Kemenkeu harus mengarahkan
penerapan SPI secara efektif dan efisien
melalui:

O penguatan integritas;

O kepemimpinan yang kondusif;
Q komunikasi yang transparan; dan
a

pengawasan atas fungsi audit intern.

PIMPINAN KEMENTERIAN KEUANGAN

Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, Para Pimpinan Unit Organisasi Eselon I,
Pimpinan Unit Organisasi Non-Eselon, dan Staf Ahli

Integritas, Kepemimpinan, Transparansi, dan Pengawasan

Manajemen berada pada:
O kantor pusat UE I;

O unit organisasi non-Eselon yang
bertanggung jawab kepada Menkeu;

O unit organisasi non-Eselon lainnya,
termasuk BLU;

O instansi vertikal; dan/atau

O unit pelaksana teknis

*) pimpinan unit organisasi, selain pimpinan
unit Eselon I dan LNSW, termasuk Lini
Pertama.

MANAJEMEN

LINI PERTAMA

LINI KEDUA

\ g

AUDIT INTERN

LINI KETIGA

uJajuj uenepuabuad
wajsis uedelauad Jed4a3 uesemebuad neje/uep ueesyliawad

Strategic Partner & Trusted Advisor

Manajemen UKI Inspektocll‘::'Jenderal
Operasional SPI BLU
Merancang,

Menerapkan, Pemantauan Asurans Independen
Memperbaiki, dan Penerapan dan Konsultansi
Mengembangkan Sistem Penerapan

Sistem Pengendalian Sistem Pengendalian
Pengendalian Intern Intern
Intern
Delegasi, Mengarahkan, - Keselarasan, Komunikasi,
‘ Menyediakan Sumber t I;I;tlant:?;::tas, “ Koordinasi, dan
Daya, dan Pengawasan P Kolaborasi

Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan
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KERANGKA PENGUATAN INTEGRITAS — KMK 323/2021

SPEKTORAT JENDERAL

Ikhtiar untuk menguatkan integritas dan mencegah fraud secara sistematis dan komprehensif KEMENTERIAN KEUANGAN

Cara Pikir, Cara Kerja, Cara Hidup, Sikap, dan Perilaku Pegawai Yang Mengacu Pada Nilai-Nilai Integritas |

)
st i ModelTiga Lini Q Penceg.ahan -
Rebiiak Lini Pertama W Deteksi
i Lini Kedua o Respon Anggaran
Pedoman Teknis < 4
Lini Ketiga m Monev

Nilai-Nilai dan Budaya Kementerian Keuangan

*Kerangka Kerja Integritas merupakan bagian
dari Governance, Risk and Control (GRC)
Kementerian Keuangan

*Inspektorat Jenderal senantiasa memastikan
penjagaan pada Pilar “Proses” yang meliputi
kegiatan Pencegahan, Deteksi, Respon dan
Monev.

| memberikan contoh dan menjadi _)< Know Your Employee >

q 4>< Tone at The Top >

Pemimpi;

teladan dalam penerapan tata
kelola dan nilai-nilai integritas

4>< Walk The Talk >

Strategic Partner & Trusted Advisor
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OPTIMALISASI PERAN UNIT KEPATUHAN INTERNAL/UKI (LINI KEDUA)

UKI Berperan untuk Melakukan Pemantauan atas Kecukupan Rancangan dan Efektivitas Pengendalian

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP): UKL merupakan unit pada masing-masing Eselon I yang
. . . ditunjuk atau memiliki tugas untuk membantu manajemen
» Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang

. dalam melaksanakan pemantauan pengendalian intern
dilakukan secara terus menerus

» Oleh pimpinan dan seluruh pegawai

> Untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya STRUKTUR UKI

tujuan organisasi PADA E1TANPA UNIT VERTIKAL
» Melalui: kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan

pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan UNIT E-1

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

I
I I I |

Tujuan UNIT E-2 UNIT E-2 UNIT E-2 UKI
5% o &
Sl S STRUKTUR UKI
;5\ &* d, ng«‘ & Q,;& . PADA E1 DENGAN UNIT VERTIKAL
& Kantor Pusat
PEMANTAUAN . /EI |
| Lingkup ] UKI-ET
e |
mentasi Kantor UPT & NON
Unsur - KEGIATAN PENGENDALIAN ’7 Wilayah [ E2 ESELON _‘
)
’ ’ Kantor

’7 Pelayanan [ E3

UKI-P
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IMPLEMENTASI PIPK UNTUK MENJAGA KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN

PIPK dirancang secara spesifik untuk memberikan keyakinan memadai atas pelaporan keuangan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP)

merupakan kegiatan yang dilakukan

untuk memberikan keyakinan memadai

atas tercapainya tujuan organisasi secara
menyeluruh di lingkungan pemerintah
pusat dan pemerintah daerah.

(PP 60 tahun 2008 tentang Sistem

i

Pengendalian Intern Pemerintah) Tujuan H

I

1

& Ay

Pengendalian Intern atas Pelaporan e,"‘éj;\é@“o‘:;) < i
Keuangan (PIPK) :;15« o & i
< 1
merupakan pengendalian yang secara B Transaksi H
spesifik dirancang untuk memberi Keuangan '
Negara !
I

keyakinan pada Pelaporan Keuangan /

Kegiatan yang terkait dengan Keuangan Unsur

@ ——mm e ———————————— Hal’d & Soft. KEGIATAN PENGENDALIAN

Negara.

(PMK 17 tahun 2019) Lingkup Implementasi

Entitas & Aktivitas
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KAPABILITAS PENGAWASAN INTERN MENCAPAI LEVEL 4 INSPEKTORAT JENDERAL

Berdasarkan Self Assessment, Kapabilitas IACM Itjen Kemenkeu adalah di level 4 KEMENTERIAN KEUANGAN
Self Repeat Quality Self Self
No Elemen dalam IACM Assessment Assessment Assurance Assessment Assessment
2016 2017 2018 2019 2020
1 PERAN DAN LAYANAN 3 3 3 3 4
2 PENGELOLAAN SDM 2 4 3 3 4
3 PRAKTIK PROFESIONAL 3 4 3 4 4
4 AKUNTABILITAS & MANAJEMEN KINERJA 4 4 3 4 4
5 BUDAYA & HUBUNGAN ORGANISASI 5 5 4 4 4
6 STRUKTUR TATA KELOLA 3 3 3 4 4
Untuk mencapai Level 4, Itjen telah
Isu dalam QA BPKP Tahun 2018
mengembangkan:
e 1 KPA 3 Pernyataan belum terpenuhi Pemberian ovc.era// assurance. atas. GRC organisasi,
Pengembangan manajerial atas GRC termasuk Audlt atas Enterprise Risk Management
secara rutin; pengembangan kerangka penguatan
Elemen 3 1 KPA 1 Pernyataan belum terpenubhi integritas (Elemen )
- Audit Manajemen Risiko Pemberian materi GRC bagi calon pimpinan
- Kasus penyimpangan (fraud) (manajemen talenta); pelaksanaan secondment calon
promosi di UKI (Elemen II)
Elemen 4 1 KPA 1 Pernyataan belum terpenuhi Optimalisasi peran Komite Audit dalam penguatan

TLHP di TeamCentral tahun 2012 ke bawah pengawasan intern Itjen. (Elemen Vi)
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PENCAPAIAN TUJUAN TERCERMIN DARI INDIKATOR TATA KELOLA ORGANISASH;:

Kementerian Keuangan berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan akuntabilitas organisasi

INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KEUANGAN

TREN PERKEMBANGAN CAPAIAN INDIKATOR TATA KELOLA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN

KEUANGAN

TAHUN 2016 S.D. 2020

No Indikator Tata Kelola 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

1 |Nilai Kinerja Organisasi/NKO (Skala 100) 106,25 | 114,14 | 110,27 | 107,74 | 102,46

2 |Nilai Evaluasi SAKIP dari KemenPAN & RB (Skala 100) 83,79 | 84,53 | 87,07 | 88,13 | 88,69

3 |Indeks Persepsi Integritas (Skala 100) NA 83,11 87,65 | 92,55 | 88,96

4 |Nilai Hasil PMPRB dari KemenPAN&RB (Skala 100) 84,3 84,4 85,68 87,7 87,63

5 [Indeks Opini BPK atas LK BA 015 (Skala 4) 4 (WTP)| 4 (WTP)|4 (WTP) |4 (WTP) |4 (WTP)

6 |Indeks Opini BPK atas LK BA BUN (Skala 4) 4 (WTP) |4 (WTP) |4 (WTP) |4 (WTP) |4 (WTP)
Jumlah Satker yang mendapatkan predikat WBK dari

7 IKemenPAN&RB 3 10 59 144 189
Jumlah Satker yang mendapatkan predikat WBBM dari

8 KemenPAN&RB 1 1 1 11 25

9 |Indeks Kesehatan Organisasi (MOFIN) Kemenkeu (Skala100)| NA 81 NA 83 NA

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Strategic Partner & Trusted Advisor
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{ §:4) INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KEUANGAN

Lampiran:
Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi
Kementerian Keuangan
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FRAMEWORK PENILAIAN PENYELENGGARAAN SPIP — PERKA BPKP NO. 5/2021 INSPEKTORAT JENDERAL
Penilaian Result-Based diintegrasikan dengan Manajemen Risiko, Efektivitas PK, dan Kapabilitas APIP KEMENTERIAN KEUANGAN

PENETAPAN TUJUAN STRUKTUR DAN PROSES PENCAPAIAN TUJUAN SPIP

Penilaian Kualitas Penilaian Struktur dan Proses (Unsur SPIP) Penilaian Capaian 4 Tujuan SPIP

Perencanaan
LINGKUNGAN Efektivitas dan Efisiensi
PENGENDALIAN
SEREIEURSITEE S ‘ ‘
K/L/D Keandalan Pelaporan
PENILAIAN Keuangan
PEMANTAUAN RISIKO
Pengamanan Aset Negara

INEORMASI Ketaatan Terhadap

DAN PEEECE;II\?J:SAN Peraturan Perundang-
KOMUNIKASI undangan

Strategi Pencapaian
Sasaran Strategis

NILAI MATURITAS SPIP
MANAJEMEN RISIKO INDEKS | IEPK | LEVEL KAPABILITAS APIP
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FRAMEWORK PENILAIAN PENYELENGGARAAN SPIP — PERKA BPKP NO. 5/2021 INSPEKTORAT JENDERAL
Level Maturitas SPIP Hasil Penilaian KEMENTERIAN KEUANGAN

4 KARAKTERISTIK LEVEL MATURITAS SPIP RARAKTERISTIK LEVEL MATURITAS
—

Organisas telah marpy mendafiniskan kinerjanya dengan baik dan strategi
o0 1B pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasl, dengan strukiur dan
proses pengendalian telah efektif untuk memastikan penczpaian tujuan

erganisas, serta adaptif terhadap perubahan lingkungan arganisas,

N {Organisasi telah marmpu mendefinisikan Kingfjanya dengan baik dan stratagl
pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, sirukbur dan proses
pengendalian telah efektif narmun belum adaptif teshadap pendahan ingkungan

| ofganisasi

| {Organizasi telah marmpu mendefinisikan Kingfjanya dengan baik dan strategi
pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pengendalian
telah dilaksanakan namun belum efekfif,

Orgganizas! telah marmpy mendafinizlkan kinerjanya dengan baik, namun strategi
pencapaian kinerjanya masih belum relevan serta pelaksanaan pengendalian
miasih sebatas pemenuhan.

o000 0
00000

L B Organizas! belum mampu mendefinisikan kinerjanya, termas.k strategi
(R pencapalan kinerja dan pengendaliannya.
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HASIL PENILAIAN MATURITAS SPIP TERINTEGRASI KEMENKEU TAHUN 2021 | SPEKTORAT JENDERAL
Hasil Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK), Maturitas SPIP Kemenkeu 4,898 (Optimum) KEMENTERIAN KEUANGAN

Kementerian Keuangan telah melakukan Penilaian Mandiri (PM)atas Maturitas
Penyelenggaraan SPIP-nya yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal.
Hasil Penilaian Mandiri tersebut kemudian dilakukan Penjaminan Kualitas (PK)

] ) ] i ) PENETAPAN TUJUAN
oleh Itjen Kementerian Keuangan, dengan hasil sebagai berikut: Kualitas Sasaran Strategis 50% 5 2.50
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis 50% 5 2,50
1. Simpulan SUB JUMLAH PERENCANAAN 100% 10 5,00
’ BOBOT PERENCANAAN 40% 2,00
Simpulan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian
Keuangan Tahun 2020/2021 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan STRUKTUR DAN PROSES
SPIP berada pada level “optimum” atau tingkat 5 (lima) dari 5 (lima) tingkat maturitas Lingkungan Pengendalian 30% 4,50 1,35
penyelenggaraan SPIP. Pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menghasilkan Penilaian Risiko 20% 5,00 1,00
nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar “4,898". Kegiatan Pengendalian 25% 455 | 1,14
. . . . . - . - Informasi dan Komunikasi 10% 5,00 0,50
Letl::lh Igrzut:kh?su penilaian terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menunjukkan kondisi Pemantauan 15% 4.50 0.68
sebagal berikul. SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES 100% 4,661
No. Komponen Penilaian Lovol Skor BOBOT STRUKTUR DAN PROSES 30% 1,398
1 | Penetapan Tujuan 5 2,000 PENCAPAIAN TUJUAN PENYELENGGARAAN SFIP
2 Struktur dan Proses 4,?1 11398 Efektivitas dan Efisiensi
3 | Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP 5 1,500 P : P
Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP 4,898 P%‘:s;g:‘%zrég ?nneOrganlsam 15% 5 075
. :"é';'K j’?g Capaian Output 15% 5 0,75
Dengan tingkat maturitas “optimum”, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara Kﬁ‘;i?:j? Pelaporan Keuangan 550, 5 195
umum menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan telah mampu mendefinisikan Pengamanan atas Aset Negara '
kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian Kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, Keamanan Administrasi 10% 5 0,50
struktur dan proses pengendalian telah efektif, serta adaptif terhadap perubahan Keamanan Fisik 5% 5 0,25
lingkungan organisasi. Keamanan Hukum 10% 5 0,50
2. Saran Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan
Temuan Ketaatan - BPK-RI 20% 5 1,00
Untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP, maka hal yang perlu diperkuat SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN 100%
secara umum pada tingkat “optimum” adalah Pimpinan Kementerian Keuangan perlu SPIP
mengarahkan penerapan Sistem Pengendalian secara efektif dan efisien melalui a. BOBOT HASIL 30% 1,5

dan d. pengawasan atas fungsi audit intern.
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HASIL PENILAIAN MATURITAS SPIP TERINTEGRASI KEMENKEU TAHUN 2021
Hasil Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) akan divalidasi oleh Tim BPKP

INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KEUANGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL
GEDUNG DJUANDA Il LANTAI 4, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON (021) 3456546;

FAKSIMILE (0:21) 3847442; SITUS WWW.ITJEM KEMENKEL.GO.ID SALURAN PENGADUAN
WWW.WISE KEMENKEL.GO.ID

PERNYATAAN TELAH DILAKUKAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah, kami selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Kementerian
Keuangan melakukan penjaminan kualitas atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Penjaminan kualitas dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan
penilaian dan hasil penilaian telah sesuai dengan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor 5§ Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Penjaminan kualitas dilakukan secara profesional sehingga terhadap kondisi yang tidak sesuai
dengan pedoman dapat langsung diperbaiki secara berkelanjutan sampai dengan penilaian
selesai dilakukan.

Berdasarkan penjaminan kualitas yang kami lakukan, baik proses penilaian maupun hasil

penilaian telah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.

Jakarta, 26 Oktober 2021
Inspektur Jenderal

Awan Nurmawan Nuh

Strategic Partner & Trusted Advisor

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

GEDUNG JUANDA, | LANTAL L, JALAN DR. WAHIDIN ROMOR 1, JMEARTA 10710, KOTAX POS 21 TELEPON {021)
3445230, IE52143; FAKSIMILE (021) 3512215; SITUS: WWW KEMENKEL. &0UD
PUSAT KONTAK LAY ANAN KEMENTERIAN KEUANGAN TELEPOM:134 DAN SUREL:
HEMEMKELLPRIMEZ#EMENKEU. GO0

NOTA DINAS
NOMOR: ND-1684/SJ/2021

Yth : Menteri Keuangan
Dari :  Sekretaris Jenderal
Sifat :  Sangat Segera
Lampiran 1 (satu) berkas
Hal :  Penyampaian LHPM Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

Kementerian Keuangan Tahun 2020/2021
Tanggal : 28 Oktober 2021

Memenuhi amanat Peraturan BPKP Mo. 5§ Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern  Pemerintah  (SPIP) Terintegrasi  pada
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai
berikut:

1. Bahwa untuk mengetahui tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di
lingkungan Kementerian Keuangan dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi
kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penilaian atas maturitas
penyelenggaraan SPIP terintegrasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

2. Penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi dilakukan dengan mekanisme:

a. Penilaian Mandiri (PM) oleh manajemen, di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal;

b.  Penjaminan Kualitas (PK) cleh APIP, di bawah koordinasi Inspektorat Jenderal; dan

c. Ewvaluasi oleh BPKP atas hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas,

dengan output nilai maturitas SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), Indeks Efektivitas
Pengendalian Korupsi (IEPK), dan nilai kapabilitas APIP.

3. Berkenaan dengan poin 2 (dua), kami selaku keordinator PM, bersama dengan Tim Asesor
Pusat, Tim Asesor unit Eselon |, dan Tim Asesor Unit Eselon I, telah melaksanakan PM di
lingkungan Kementerian Keuangan. Atas hasil PM yang dilakukan oleh Tim Asesor, telah
dilakukan PK oleh Tim Penjamin Kualitas dari Inspektorat Jenderal.

4. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Keuangan berdasarkan hasil PM dan
PK memperoleh nilai 4,898 berada pada level “optimum™ atau tingkat § (skala §) yang
menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan telah mampu mendefinisikan kinerjanya
dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur
dan proses pengendalian telah efektif, serta adaptif terhadap perubahan lingkungan
organisasi. Adapun skor MRI 4,89 (skala 5). IEPK 4,13 (skala 5). dan kapabilitas APIP 4
(skala 5).

5. Selengkapnya dengan hormat bersama ini terlampir kami sampaikan:

a. Laporan Hasil Penilaian Mandiri (LHPM) Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian

Keuangan Tahun 2020/2021; dan

b.  Pernyataan Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri oleh Inspektur Jenderal

Kementerian Keuangan.

Dokumen pelaporan ini juga kami tembuskan ke BPKP guna proses evaluasi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian |lbu kami ucapkan terima kasih dan mohon

arahan lebih lanjut.

Heru Pambudi

as Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan



